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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja setelah pandemi telah melahirkan budaya work from home dalam hubungan 
kerja di Indonesia. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan hak 
pekerja, seperti jam kerja, waktu istirahat, beban kerja, serta kepastian pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam sistem work from home berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 belum mengatur secara khusus sistem kerja work from home, namun ketentuan mengenai hak pekerja 
tetap berlaku dan wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Dalam praktiknya, pelaksanaan work from home masih menimbulkan 
ketidakjelasan batas jam kerja dan pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang 
lebih jelas mengenai sistem kerja jarak jauh agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi pekerja dan 
pemberi kerja. 
 
Kata Kunci: Work From Home, Hak Pekerja, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Budaya Kerja 
 

ABSTRACT 
Technological developments and changes in work patterns following the pandemic have given rise to a work-from-home culture within employment 
relationships in Indonesia. These changes have given rise to various legal issues, particularly regarding the protection of workers' rights, such as 
working hours, rest periods, workload, and the certainty of the fulfillment of workers' normative rights. This study aims to analyze the protection of 
workers' rights in the work-from-home system based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative 
legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the discussion indicate that Law Number 13 of 2003 does not specifically 
regulate the work-from-home system, but provisions regarding workers' rights remain applicable and must be met by employers. In practice, the 
implementation of work-from-home continues to create ambiguity regarding working hour limits and oversight of the fulfillment of workers' rights. 
Therefore, clearer regulations regarding the remote work system are needed to create legal certainty and balanced protection for workers and employers. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam pola dan budaya kerja. Perubahan tersebut semakin terlihat sejak pandemi Covid-19 
yang menyebabkan banyak perusahaan menerapkan sistem work from home (WFH) sebagai alternatif pelaksanaan 
kerja. Sistem kerja yang sebelumnya identik dengan kehadiran fisik di kantor mulai bergeser menjadi sistem kerja 
jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital. Dalam praktiknya, pekerja tidak lagi harus berada di kantor untuk 
menyelesaikan pekerjaan karena komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui media digital. Perubahan ini 
menunjukkan adanya pergeseran budaya kerja dalam masyarakat dari sistem kerja konvensional menuju sistem 
kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.  

Budaya kerja WFH pada awalnya diterapkan sebagai langkah darurat untuk mengurangi penyebaran Covid-
19. Namun, setelah pandemi berakhir, banyak perusahaan tetap mempertahankan sistem kerja tersebut karena 
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dianggap lebih efisien dan mampu menekan biaya operasional perusahaan. Selain itu, sebagian pekerja juga menilai 
sistem WFH memberikan fleksibilitas waktu dan mampu mengurangi biaya transportasi. Berdasarkan data 
Katadata, sistem kerja WFH masih digunakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia karena dinilai lebih praktis 
serta sesuai dengan perkembangan digitalisasi dunia kerja (Tim Riset dan Publikasi Kata Data, 2022). Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa WFH tidak lagi dipandang sebagai sistem kerja sementara, melainkan telah menjadi 
bagian dari budaya kerja modern di masyarakat. 

Meskipun demikian, penerapan budaya kerja WFH juga menimbulkan berbagai persoalan dalam hubungan 
kerja antara pekerja dan perusahaan. Dalam praktiknya, pekerja sering mengalami ketidakjelasan mengenai batas 
waktu kerja karena pekerjaan dapat dilakukan kapan saja melalui perangkat digital. Tidak sedikit pekerja yang tetap 
menerima pesan pekerjaan di luar jam kerja, bahkan pada waktu istirahat atau hari libur. Kondisi tersebut 
menyebabkan batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi semakin kabur. Selain itu, pekerja juga sering 
menggunakan fasilitas pribadi seperti listrik, internet, laptop, dan telepon seluler untuk menunjang pekerjaan tanpa 
adanya pengaturan kompensasi yang jelas dari perusahaan. 

Permasalahan lain juga muncul dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkungan rumah yang 
digunakan sebagai tempat bekerja memiliki kondisi yang berbeda dengan kantor atau tempat kerja formal. Dalam 
sistem kerja konvensional, perusahaan memiliki kewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi 
pekerja. Akan tetapi, dalam sistem WFH pengawasan terhadap kondisi kerja pekerja menjadi lebih sulit dilakukan 
karena pekerjaan dilaksanakan di rumah masing-masing pekerja. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan 
mengenai tanggung jawab perusahaan apabila terjadi gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja selama pekerja 
melaksanakan pekerjaan dari rumah (Firmansyah dan Nugroho, 2023). 

Secara normatif, perlindungan terhadap hak pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak pekerja atas upah, jam kerja, waktu 
istirahat, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan kesejahteraan pekerja. Akan tetapi, 
ketentuan dalam undang-undang tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada sistem kerja konvensional yang 
dilakukan di kantor atau tempat kerja fisik. Akibatnya, beberapa ketentuan belum sepenuhnya mampu menjawab 
kebutuhan pekerja dalam sistem kerja WFH yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem kerja konvensional 
(Muliati, 2025). 

Ketidaksesuaian antara perkembangan budaya kerja dengan regulasi ketenagakerjaan dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi pekerja. Misalnya, pengaturan mengenai jam kerja dalam Pasal 77 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan batas jam kerja tertentu, namun dalam praktik WFH pengawasan terhadap 
jam kerja menjadi sulit dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pekerja bekerja melebihi ketentuan 
jam kerja tanpa memperoleh hak lembur secara jelas. Selain itu, belum terdapat pengaturan khusus mengenai hak 
pekerja untuk memutus komunikasi kerja di luar jam kerja (right to disconnect), padahal sistem kerja digital membuat 
pekerja tetap terhubung dengan pekerjaan selama dua puluh empat jam. 

Penelitian sebelumnya umumnya membahas sistem WFH dari aspek efektivitas kerja, produktivitas 
perusahaan, dan dampaknya setelah pandemi Covid-19. Sementara itu, pembahasan mengenai hubungan antara 
pergeseran budaya kerja WFH dengan perlindungan hak pekerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan masih 
belum banyak dikaji secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana 
hukum ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak pekerja di tengah perubahan budaya 
kerja masyarakat yang semakin berkembang ke arah sistem kerja digital dan fleksibel. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan  dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bagaimana perlindungan 
hak pekerja dalam budaya work from home (WFH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. (2) Mengetahui persoalan hukum yang muncul dalam sistem kerja work from home (WFH) 
terhadap hak pekerja. (3) Mengetahui penyesuaian hukum ketenagakerjaan terhadap perkembangan budaya kerja 
digital dalam sistem WFH. 
 

METODE  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan 

conceptual approach. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang 
dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif berfokus pada 
norma-norma hukum yang berlaku untuk menemukan asas, konsep, dan aturan hukum yang dapat digunakan 
dalam menjawab permasalahan penelitian. 

Pendekatan statute approach digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut Marzuki (2021), pendekatan perundang-undangan 
dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti guna 
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memperoleh pemahaman mengenai konsistensi dan kesesuaian norma hukum yang berlaku. 
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan conceptual approach yang dilakukan dengan menelaah 

konsep-konsep hukum, doktrin, serta pandangan para ahli mengenai budaya work from home (WFH), perlindungan 
hak pekerja, hubungan kerja digital, dan perkembangan hukum ketenagakerjaan. Pendekatan konseptual digunakan 
karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial yang berkembang lebih cepat dibandingkan 
pengaturan hukumnya sehingga diperlukan analisis berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, 
jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta doktrin para ahli yang membahas perlindungan hak pekerja dan 
budaya work from home. Menurut Sunggono (2005), bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan 
interpretasi terhadap bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami permasalahan hukum secara lebih 
komprehensif. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 
menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. 
Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan 
menghubungkan berbagai norma hukum, konsep, serta teori yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja 
dalam budaya work from home. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum 
ketenagakerjaan terhadap perkembangan budaya kerja digital di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai 
persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perlindungan Hak Pekerja dalam Budaya Work From Home Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Perubahan pola kerja di tengah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan 
perubahan gaya hidup masyarakat modern. Jika sebelumnya pekerjaan selalu dilakukan di kantor dengan 
pengawasan langsung dari perusahaan, saat ini sebagian pekerjaan dapat dilakukan dari rumah melalui sistem digital. 
Perubahan tersebut semakin terlihat setelah pandemi Covid-19 yang mendorong banyak perusahaan menerapkan 
sistem work from home (WFH). Pada awalnya WFH hanya digunakan sebagai solusi sementara, tetapi dalam 
perkembangannya sistem tersebut berubah menjadi budaya kerja baru di berbagai bidang pekerjaan. 

 
Tabel 1. Perbandingan Sistem Work From Office dan Work From Home 

Aspek Work From Office (WFO) Work From Home (WFH) 

Tempat Kerja Kantor Perusahaan Rumah atau tempat fleksibel 

Pengawasan Langsung Digital/online 

Jam Kerja Tetap Fleksibel 

Komunikasi Tatap muka Aplikasi digital 

Fasilitas Kerja Disediakan Perusahaan Sebagian menggunakan fasilitas 
pribadi 

Biaya Kerja Ditanggung Perusahaan Sebagian ditanggung pekerja 

Waktu Istirahat Lebih jelas Sering bercampur dengan pekerjaan 

Risiko Kerja Mudah diawasi Sulit diawasi 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026. 
Berdasarkan perbandingan antara sistem work from office (WFO) dan work from home (WFH), terlihat bahwa 

kedua sistem tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaan hubungan kerja. WFO merupakan 
pola kerja yang dilaksanakan secara langsung di kantor atau lokasi kerja yang disediakan perusahaan. Melalui sistem 
ini, perusahaan dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kehadiran, pelaksanaan tugas, jam kerja, 
maupun kondisi lingkungan kerja pekerja. Sebaliknya, WFH memungkinkan pekerjaan dilakukan dari rumah atau 
lokasi lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet sebagai sarana utama pelaksanaan 
pekerjaan (Aulia, Yusuf, & Ramadani, 2021). 

Perbedaan yang paling mendasar terlihat pada lokasi kerja. Dalam sistem WFO, pekerja diwajibkan hadir 
secara fisik di kantor sehingga seluruh aktivitas kerja berlangsung dalam lingkungan yang berada di bawah kendali 
perusahaan. Kondisi tersebut memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi secara 
langsung. Sementara itu, sistem WFH memberikan keleluasaan bagi pekerja untuk menjalankan tugas dari rumah 
tanpa keharusan hadir di kantor. Fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak perusahaan 
mempertahankan kebijakan WFH setelah berakhirnya pandemi Covid-19 karena dianggap lebih efisien dan mampu 
menekan biaya operasional perusahaan (Sinambela, 2024). 
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Perbedaan berikutnya terletak pada mekanisme pengawasan kerja. Dalam sistem WFO, atasan dapat 
memantau pelaksanaan pekerjaan secara langsung sehingga proses pengendalian kerja menjadi lebih mudah 
dilakukan. Sebaliknya, dalam sistem WFH pengawasan dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi 
rapat daring, sistem pelaporan elektronik, dan media komunikasi digital lainnya. Keterbatasan pengawasan langsung 
tersebut menimbulkan berbagai tantangan, termasuk dalam mengukur produktivitas, efektivitas kerja, dan 
kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditentukan (Nuriskia & Nugroho, 2022). 

Aspek waktu kerja juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada sistem WFO, jam kerja 
umumnya telah ditetapkan secara jelas melalui jam masuk dan jam pulang kantor. Sebaliknya, dalam sistem WFH 
batas waktu kerja cenderung lebih fleksibel sehingga sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai kapan 
pekerjaan dimulai dan berakhir. Pekerja kerap menerima instruksi atau komunikasi pekerjaan di luar jam kerja 
normal karena perangkat digital memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Situasi 
tersebut menyebabkan batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi semakin sulit dipisahkan serta 
berpotensi meningkatkan tekanan kerja pada pekerja (Ardhany, 2023). 

Perbedaan lainnya terlihat pada pola komunikasi kerja. Dalam sistem WFO, komunikasi dilakukan secara 
langsung melalui interaksi tatap muka sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, pelaksanaan 
WFH sangat bergantung pada penggunaan teknologi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, maupun 
surat elektronik. Walaupun teknologi tersebut mendukung efektivitas komunikasi jarak jauh, penggunaan perangkat 
digital secara terus-menerus berpotensi menimbulkan kelelahan mental yang dikenal sebagai digital fatigue (Sawitri, 
2019). 

Dari segi fasilitas kerja, perusahaan pada umumnya menyediakan seluruh kebutuhan operasional dalam sistem 
WFO, mulai dari komputer, jaringan internet, listrik, hingga sarana kerja lainnya. Namun, dalam sistem WFH 
sebagian besar fasilitas tersebut justru disediakan oleh pekerja menggunakan sumber daya pribadi. Banyak pekerja 
harus menggunakan laptop pribadi, membayar layanan internet sendiri, serta menanggung tambahan biaya listrik 
selama bekerja dari rumah. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan memberikan kompensasi atas penggunaan 
fasilitas tersebut sehingga sebagian beban operasional beralih kepada pekerja (Pluxee, 2020). 

Perbedaan juga tampak dalam pelaksanaan waktu istirahat. Pada sistem WFO, pekerja dapat meninggalkan 
tempat kerja setelah jam kerja berakhir sehingga memiliki pemisahan yang lebih jelas antara pekerjaan dan 
kehidupan pribadi. Sebaliknya, dalam sistem WFH hubungan kerja sering kali berlanjut melalui berbagai media 
komunikasi digital. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pekerja merasa tetap memiliki kewajiban untuk 
merespons pekerjaan meskipun jam kerja telah selesai. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan konsep right to 
disconnect, yaitu hak pekerja untuk tidak terhubung dengan pekerjaan di luar waktu kerja yang telah ditentukan 
(Ardhany, 2023). 

Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga mengalami perubahan. Dalam sistem WFO, 
perusahaan dapat memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. 
Sebaliknya, pada sistem WFH perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengawasi kondisi tempat kerja pekerja 
karena pekerjaan dilakukan di lingkungan rumah masing-masing. Padahal, pekerja tetap menghadapi berbagai risiko 
kesehatan, seperti gangguan penglihatan, stres kerja, nyeri punggung, serta kelelahan akibat penggunaan perangkat 
digital dalam jangka waktu yang panjang (Firmansyah & Nugroho, 2023). 

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem work from home tidak sekadar 
mengubah lokasi kerja, tetapi juga mengubah pola hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Perubahan 
tersebut mencakup sistem pengawasan, pengaturan jam kerja, penggunaan fasilitas kerja pribadi, hingga pola 
komunikasi yang semakin bergantung pada teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi budaya 
kerja modern telah memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan ketenagakerjaan. 
Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum karena karakteristik WFH berbeda dengan sistem work from office 
yang selama ini menjadi dasar dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia (Gultom, 2025). 

Penerapan budaya WFH turut membawa perubahan dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. 
Jika sebelumnya pekerjaan dilakukan di lingkungan kantor yang berada di bawah pengawasan langsung perusahaan, 
kini pekerjaan dapat diselesaikan dari rumah dengan memanfaatkan internet dan perangkat digital. Perubahan 
tersebut memengaruhi berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari pengaturan jam kerja, mekanisme pengawasan, 
pemberian upah, hingga perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan masih disusun dengan asumsi bahwa hubungan kerja berlangsung dalam sistem kerja 
konvensional (Sinambela, 2024). 

Dalam pola kerja konvensional, perusahaan dapat dengan mudah memantau waktu masuk, waktu pulang, 
pelaksanaan pekerjaan, dan waktu istirahat pekerja. Sebaliknya, dalam budaya WFH batas-batas tersebut menjadi 
lebih fleksibel. Pekerja sering kali menerima tugas maupun komunikasi pekerjaan di luar jam kerja karena seluruh 
aktivitas komunikasi dilakukan melalui perangkat digital yang selalu aktif. Akibatnya, pemisahan antara waktu kerja 
dan waktu pribadi menjadi semakin sulit dilakukan. 

Permasalahan jam kerja menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan WFH. Meskipun Pasal 77 Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur batas waktu kerja pekerja, implementasinya dalam sistem WFH 
sering kali menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit pekerja yang masih diminta menyelesaikan pekerjaan pada 
malam hari maupun hari libur. Situasi tersebut berpotensi menempatkan pekerja pada posisi yang kurang 
menguntungkan karena pekerjaan dapat diberikan kapan saja tanpa batas yang tegas (Nuriskia & Nugroho, 2022). 

Selain persoalan jam kerja, ketidakjelasan mengenai upah lembur juga sering ditemukan dalam praktik WFH. 
Pada sistem kerja kantor, tambahan jam kerja relatif mudah diidentifikasi sehingga perhitungan lembur dapat 
dilakukan secara lebih objektif. Namun, dalam sistem WFH fleksibilitas waktu kerja sering kali membuat 
perusahaan menganggap tambahan pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab normal pekerja. Padahal, Pasal 
78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu 
kerja berhak memperoleh upah lembur. 

Transformasi budaya kerja juga memengaruhi penyediaan fasilitas kerja. Jika sebelumnya perusahaan 
menanggung sebagian besar kebutuhan operasional pekerja, dalam sistem WFH banyak biaya operasional justru 
dibebankan kepada pekerja. Penggunaan perangkat pribadi, jaringan internet rumah, dan konsumsi listrik menjadi 
bagian dari aktivitas kerja yang sering kali tidak memperoleh penggantian biaya dari perusahaan (Muliati, 2025). 

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak 
pekerja. Meskipun perusahaan memperoleh manfaat berupa efisiensi biaya operasional, pekerja pada saat yang 
sama berpotensi menanggung tambahan beban yang sebelumnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Apabila 
tidak diatur secara jelas, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja. 

Permasalahan lain yang juga penting adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meskipun pekerjaan 
dilakukan dari rumah, pekerja tetap menghadapi berbagai risiko kesehatan, seperti kelelahan mata, nyeri punggung, 
stres kerja, dan kelelahan fisik akibat penggunaan perangkat digital dalam jangka waktu yang panjang (Firmansyah 
& Nugroho, 2023). 

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan jaminan bahwa setiap pekerja berhak 
memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun demikian, penerapan perlindungan tersebut 
dalam sistem WFH masih menghadapi berbagai kendala karena perusahaan tidak memiliki akses langsung untuk 
mengawasi kondisi lingkungan kerja pekerja. Akibatnya, implementasi perlindungan K3 dalam sistem kerja jarak 
jauh belum dapat berjalan secara optimal. 

Selain itu, budaya WFH juga berpengaruh terhadap hak pekerja untuk memperoleh waktu istirahat yang layak. 
Dalam sistem kerja konvensional, pekerja dapat meninggalkan tempat kerja setelah jam kerja berakhir. Sebaliknya, 
dalam sistem WFH hubungan kerja sering kali tetap berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi digital. Situasi 
ini menyebabkan pekerja merasa terus terikat dengan pekerjaan meskipun waktu kerja telah berakhir. 

Fenomena tersebut kemudian mendorong berkembangnya konsep right to disconnect, yaitu hak pekerja untuk 
tidak merespons komunikasi pekerjaan di luar jam kerja. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap 
perkembangan teknologi yang memungkinkan pekerja selalu terhubung dengan aktivitas pekerjaan. Tanpa adanya 
batas yang jelas, pekerja berpotensi mengalami tekanan kerja yang berlebihan dan kehilangan kesempatan untuk 
beristirahat secara optimal (Ardhany, 2023). 

Dengan demikian, budaya work from home menunjukkan bahwa perubahan sosial dan perkembangan teknologi 
dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu regulasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan masih menjadi dasar perlindungan hak pekerja, sejumlah ketentuannya belum sepenuhnya 
mampu menjawab kebutuhan hubungan kerja digital yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, diperlukan 
pembaruan dan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan agar perlindungan hak pekerja tetap terjamin serta selaras 
dengan perkembangan budaya kerja modern. 

 
Persoalan Hukum yang Muncul dalam Sistem Kerja Work From Home (WFH) terhadap Hak Pekerja 

Perkembangan budaya work from home (WFH) tidak hanya mengubah cara masyarakat menjalankan pekerjaan, 
tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pekerjaan 
yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital menyebabkan pola hubungan kerja 
berbeda dari sistem konvensional yang selama ini berpusat di lingkungan kantor. Perubahan tersebut berimplikasi 
pada pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya terkait pengaturan waktu kerja, 
mekanisme pengawasan, pemberian upah lembur, keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap privasi pekerja 
(Tomayahu & Sumanto, 2024). 

Salah satu persoalan yang paling sering ditemukan dalam penerapan work from home berkaitan dengan tidak 
jelasnya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Pada sistem kerja konvensional, jam kerja umumnya telah 
ditetapkan secara tegas berdasarkan kebijakan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sebaliknya, dalam sistem WFH, pekerja sering kali tetap menerima instruksi atau tugas di luar jam kerja karena 
komunikasi berlangsung melalui perangkat digital yang selalu dapat diakses. Situasi tersebut menyebabkan pekerja 
kesulitan memisahkan kehidupan pribadi dengan tanggung jawab pekerjaan. Tidak jarang pekerja harus merespons 
pesan pekerjaan pada malam hari, saat akhir pekan, maupun ketika sedang menikmati waktu istirahat (Nuriskia & 
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Nugroho, 2022). 
Keadaan tersebut pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak pekerja untuk memperoleh waktu istirahat 

yang layak. Padahal, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menjamin 
hak pekerja atas waktu istirahat dan cuti. Dalam praktik WFH, hak tersebut sering kali tidak terlaksana secara 
optimal karena pekerja dianggap selalu tersedia selama perangkat komunikasinya aktif. Akibatnya, pekerja 
berpotensi mengalami peningkatan tekanan kerja dan kelelahan yang lebih besar dibandingkan dengan sistem kerja 
tatap muka (Ardhany, 2023). 

Permasalahan hukum lainnya berkaitan dengan pemberian upah lembur. Dalam sistem kerja di kantor, 
perusahaan relatif lebih mudah mengawasi durasi kerja sehingga perhitungan lembur dapat dilakukan secara jelas. 
Namun, pada sistem work from home, fleksibilitas tempat dan waktu kerja sering kali menyulitkan perusahaan dalam 
menentukan apakah pekerja telah bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan 
banyak pekerja tidak memperoleh kompensasi lembur meskipun telah bekerja melampaui batas waktu kerja yang 
diatur. Padahal, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pekerja yang bekerja 
melebihi jam kerja berhak memperoleh upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, penggunaan fasilitas pribadi untuk mendukung pekerjaan juga menjadi salah satu persoalan yang 
cukup penting. Dalam pelaksanaan work from home, pekerja umumnya memanfaatkan laptop pribadi, telepon seluler, 
jaringan internet rumah, dan konsumsi listrik pribadi untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Namun, belum semua 
perusahaan menyediakan penggantian biaya atas penggunaan fasilitas tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan 
mengenai batas tanggung jawab perusahaan terhadap biaya operasional yang sebelumnya menjadi tanggungan 
perusahaan ketika pekerjaan dilakukan di kantor (Pluxee, 2020). 

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam sistem WFH. 
Pada pola kerja konvensional, perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi 
standar kesehatan bagi pekerja. Sebaliknya, dalam sistem kerja jarak jauh, perusahaan memiliki keterbatasan dalam 
mengawasi kondisi lingkungan kerja yang berada di rumah masing-masing pekerja. Padahal, pekerja tetap 
berpotensi mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti stres kerja, kelelahan mental, gangguan penglihatan 
akibat penggunaan perangkat digital secara terus-menerus, serta nyeri otot dan punggung akibat posisi kerja yang 
kurang ergonomis (Firmansyah & Nugroho, 2023). 

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan mengenai tanggung jawab perusahaan 
terhadap kecelakaan kerja yang terjadi selama pelaksanaan WFH. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang 
secara rinci menentukan batasan kecelakaan kerja ketika pekerjaan dilakukan dari rumah. Akibatnya, sering muncul 
perbedaan penafsiran antara pekerja dan perusahaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi 
kecelakaan atau gangguan kesehatan saat menjalankan pekerjaan dari rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
perlindungan hukum terhadap pekerja dalam konteks WFH masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas 
(Firmansyah & Nugroho, 2023). 

Di samping itu, penerapan sistem kerja digital juga menimbulkan persoalan terkait pengawasan terhadap 
pekerja. Untuk memastikan produktivitas, beberapa perusahaan menerapkan berbagai bentuk pemantauan melalui 
aplikasi digital, seperti sistem absensi daring, pelacakan aktivitas komputer, maupun pemantauan komunikasi kerja 
secara elektronik. Meskipun pengawasan tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan, praktik yang 
berlebihan berpotensi mengganggu hak privasi pekerja karena rumah pada dasarnya merupakan ruang pribadi. 
Oleh sebab itu, muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pengawasan perusahaan dengan 
perlindungan terhadap privasi pekerja (Gultom, 2025). 

Perkembangan sistem work from home juga membawa tantangan dalam perlindungan data pribadi. Penggunaan 
perangkat pribadi dan jaringan internet rumah untuk mengakses data perusahaan meningkatkan risiko terjadinya 
kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, hubungan kerja berbasis digital membutuhkan 
mekanisme perlindungan data yang lebih kuat guna menjamin keamanan informasi milik perusahaan maupun 
pekerja (Sawitri, 2019). 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sistem work from home berbeda secara signifikan 
dengan sistem kerja konvensional. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
tetap menjadi landasan utama perlindungan hak pekerja, sejumlah ketentuannya belum sepenuhnya mampu 
menjawab kebutuhan hubungan kerja digital yang berkembang saat ini. Akibatnya, masih terdapat ruang 
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja berbasis digital. 

Dengan demikian, berkembangnya budaya work from home menghadirkan tantangan baru bagi hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan jam kerja, upah lembur, keselamatan dan kesehatan 
kerja, penggunaan fasilitas pribadi, perlindungan privasi, serta keamanan data pribadi menunjukkan perlunya 
pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja masyarakat. 
Oleh karena itu, penyesuaian hukum ketenagakerjaan menjadi langkah yang diperlukan untuk menjamin 
perlindungan hak pekerja secara optimal sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan. 
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Penyesuaian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Perkembangan Budaya Kerja Digital dalam Sistem 
WFH 

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pola 
hubungan kerja dalam masyarakat. Jika sebelumnya aktivitas kerja umumnya dilakukan secara langsung di 
lingkungan kantor, perkembangan teknologi memungkinkan munculnya sistem kerja yang lebih fleksibel melalui 
mekanisme work from home (WFH). Perubahan tersebut mencerminkan bahwa dinamika masyarakat modern turut 
memengaruhi praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Namun demikian, perkembangan budaya kerja berbasis digital 
belum sepenuhnya diimbangi oleh pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi karakteristik pekerjaan jarak 
jauh secara optimal (Sinambela, 2024). 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disusun dengan asumsi 
bahwa hubungan kerja berlangsung pada ruang kerja fisik yang berada di bawah pengawasan langsung perusahaan. 
Pengaturan mengenai waktu kerja, pengawasan, keselamatan kerja, serta pelaksanaan hubungan industrial lebih 
relevan diterapkan pada sistem kerja konvensional. Sementara itu, penerapan work from home (WFH) mengubah 
mekanisme pelaksanaan pekerjaan karena interaksi antara pekerja dan pemberi kerja berlangsung melalui sarana 
digital. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan agar perlindungan hukum terhadap pekerja 
tetap terjamin dalam lingkungan kerja digital yang terus berkembang (Gultom, 2025). 

Salah satu isu yang memerlukan perhatian adalah pengaturan mengenai jam kerja dalam sistem work from home 
(WFH). Dalam praktiknya, pekerja sering menghadapi ketidakjelasan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi 
karena komunikasi pekerjaan dapat berlangsung kapan saja melalui berbagai platform digital. Situasi ini 
menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai durasi kerja dan hak pekerja untuk menikmati waktu 
istirahat secara memadai. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan guna mencegah meningkatnya beban kerja yang 
dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja (Ardhany, 2023). 

Selain pengaturan jam kerja, perlindungan hukum juga perlu mencakup penerapan konsep right to disconnect, 
yaitu hak pekerja untuk tidak terhubung dengan aktivitas pekerjaan setelah jam kerja berakhir. Konsep ini 
berkembang di berbagai negara sebagai respons terhadap meningkatnya intensitas penggunaan teknologi dalam 
hubungan kerja. Dalam praktik work from home, pekerja kerap merasa terdorong untuk terus merespons pesan, 
panggilan, atau instruksi pekerjaan meskipun berada di luar waktu kerja resmi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap 
right to disconnect menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istirahat dan keseimbangan kehidupan 
kerja pekerja (Ardhany, 2023). 

Penyesuaian regulasi juga diperlukan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selama ini, 
ketentuan K3 lebih banyak diarahkan pada lingkungan kerja yang berada di bawah kontrol perusahaan. Padahal, 
pekerja yang menjalankan tugas dari rumah tetap menghadapi berbagai risiko kesehatan, seperti kelelahan mental, 
stres kerja, gangguan penglihatan akibat penggunaan perangkat digital secara intensif, serta keluhan 
muskuloskeletal. Oleh karena itu, perlindungan K3 perlu diperluas agar dapat menjangkau pekerja yang 
menjalankan pekerjaannya secara jarak jauh (Firmansyah & Nugroho, 2023). 

Aspek lain yang memerlukan perhatian adalah pengaturan mengenai fasilitas kerja dan pembiayaan 
operasional selama pelaksanaan work from home. Dalam banyak kasus, pekerja menggunakan perangkat pribadi, 
jaringan internet, serta sumber daya rumah tangga lainnya untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan bagi 
kepentingan perusahaan. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur 
mekanisme kompensasi atas penggunaan fasilitas tersebut. Akibatnya, terdapat potensi pengalihan sebagian beban 
operasional perusahaan kepada pekerja tanpa dasar hukum yang jelas (Pluxee, 2020). 

Perkembangan sistem kerja digital juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi. 
Pelaksanaan pekerjaan dari rumah meningkatkan ketergantungan pada perangkat elektronik dan jaringan internet 
yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, 
perlindungan data pribadi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja digital guna menjamin 
keamanan informasi milik pekerja maupun perusahaan (Sawitri, 2019). 

Di samping memperhatikan kebutuhan hukum nasional, pembaruan regulasi ketenagakerjaan juga perlu 
mempertimbangkan perkembangan standar ketenagakerjaan internasional. International Labour Organization 
(ILO) menegaskan bahwa perlindungan hak pekerja harus tetap diberikan dalam berbagai bentuk hubungan kerja, 
termasuk pola kerja yang fleksibel dan berbasis teknologi. Prinsip-prinsip mengenai jam kerja yang layak, 
keselamatan kerja, serta kesejahteraan pekerja tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan hubungan 
kerja modern (International Labour Organization, 2024). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa berkembangnya budaya kerja digital melalui sistem work 
from home menunjukkan perlunya adaptasi hukum ketenagakerjaan yang responsif terhadap perubahan sosial dan 
kemajuan teknologi. Penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hak pekerja tetap 
terlaksana secara efektif meskipun pekerjaan dilakukan secara fleksibel dan tidak lagi terikat pada ruang kerja 
konvensional. Dengan demikian, pembaruan hukum ketenagakerjaan menjadi langkah strategis dalam menciptakan 
kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja pada era 
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digital. 
 

KESIMPULAN 
Budaya work from home (WFH) telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan kerja di Indonesia. 

Sistem kerja yang sebelumnya dilakukan secara langsung di kantor atau work from office (WFO) mulai bergeser 
menjadi sistem kerja berbasis digital yang dilakukan secara fleksibel dari rumah. Perubahan tersebut dipengaruhi 
oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan budaya kerja masyarakat setelah pandemi 
Covid-19. Dalam praktiknya, sistem WFH tidak hanya mengubah tempat pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga 
memengaruhi pola pengawasan kerja, komunikasi kerja, penggunaan fasilitas kerja, serta pelaksanaan hak dan 
kewajiban antara pekerja dan perusahaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja pada dasarnya tetap 
memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum meskipun pekerjaan dilakukan melalui sistem work from 
home. Perlindungan mengenai jam kerja, waktu istirahat, upah lembur, keselamatan dan kesehatan kerja, serta 
kesejahteraan pekerja tetap berlaku dalam hubungan kerja WFH. Akan tetapi, ketentuan dalam undang-undang 
tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada sistem kerja konvensional yang dilakukan secara langsung di kantor 
sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan budaya kerja digital yang semakin 
berkembang di masyarakat. 

Dalam pelaksanaan sistem WFH, muncul berbagai persoalan hukum yang memengaruhi perlindungan hak 
pekerja. Persoalan tersebut meliputi ketidakjelasan batas jam kerja, sulitnya pengawasan terhadap waktu kerja 
pekerja, ketidakpastian pemberian upah lembur, penggunaan fasilitas pribadi pekerja untuk kepentingan 
perusahaan, hingga persoalan keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan rumah. Selain itu, perkembangan 
sistem kerja digital juga memunculkan persoalan mengenai hak privasi pekerja, pengawasan digital oleh perusahaan, 
serta perlindungan data pribadi pekerja dalam hubungan kerja berbasis teknologi. 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan budaya kerja digital bergerak lebih cepat 
dibandingkan perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian 
hukum ketenagakerjaan agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap pekerja dalam 
sistem WFH. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih spesifik mengenai batas jam 
kerja digital, hak pekerja untuk memperoleh waktu istirahat (right to disconnect), perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja dalam sistem kerja jarak jauh, pengaturan penggunaan fasilitas kerja pribadi, serta perlindungan 
privasi dan data pribadi pekerja. 

Dengan demikian, perkembangan budaya work from home menunjukkan bahwa perubahan sosial dan 
perkembangan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan hubungan kerja di Indonesia. Oleh karena 
itu, hukum ketenagakerjaan perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern agar mampu 
menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja yang lebih seimbang dalam sistem kerja digital. 
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